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PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 17 TAHUN 2009 
T E N T A N G  

PENJABARAN PERUBAHAN AN · 
TAH������:�����! AN DAN BELANJA DAE RAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATIBANTAENG 

bahwa b · I k · se aga1 pe a sanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pe�bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009, perlu d1tetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 

1 .  Undang-�ndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Tmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
RI Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerblendbaharaaNn Nega�� 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan em aran egara 
Nomor 4355); . 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teRn
1
taTnghPem2b0e0n4tukNan

0

mP;/atu�;n 
Perundang-undangan (Lembaran Negara a un , 
T ambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan atas 9· Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran N�gara RI 
T hun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI �omor 4400), 

8 U d Nomor 25 T ahun 2004 tentang s,stem Perencanaan 
10. Undang- n angN . I (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104; Pembangunan asona 

Tambahan Lembaran Negara R��:or :;g; \entang Pemerintahan Daerah 
1 1 .  Undang-Undang Nomor 32 04 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 

(Lembaran Negara RI T �hun 2� I h diubah de�gan Undang-Undang Nomor 8 RI Nomor 4437), sebaga,rnana e a  ran Pemerintah Pengganti Undang­ 
T ahun 2005 tentang Penetapan ����ndang-Undang (Lembaran Negara RI 
undang Nomor 3 Tahun 200� �enJfembaran Negara RI Nomor4548); Tahun 2005 Nomor 108, tam a an 
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2 
���:� Jo��eNrintah Pusat dan Pemeri��:ha���:�:e(Lrimbbangan Keuangan 1 omer 126 T ambahan L em aran Negara RI 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T h embaran Negara RI Nomor 4438)· dan Pengawasan Penyelen a un 2�05 tentang Pedoman Pembinaan 
RI Tahun 2005 Nomor 165 f���a� Perenntahan Daerah (Lembaran Negara 

14. Peraturan Pemerintah 'N a an embaran Negara RI Nomor 4593) . (Lembaran Negara R/ Tahu/;�; N65 Tahun 2001 tentang Pajak Da�rah 
RI Nomor4138); omor 118, Tambahan Lembaran Negara 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 
(lembaran Negara RI Tahun 2001 N6 Tahuf12001 tentang Retribusi Daerah RI Nomor4139); omor 9, Tambahan Lembaran Negara 

16. Peraturan Pemeri t h N dan Ke ." a. omor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protoko/er (Lemb uangan Prmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Nomora��1�eg) ar� RI �ahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI p s� aga,mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
23�t�ran Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 

17 omor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503)· Peraturan P · t h N ' · 8 emenn a omor 23 T ahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan adan layanan Umum (Lembaran Negara Rf Tahun 2005 Nomor 48 T ambahan lembaran Negara RI Nomor 4502) · ' 
18. Peratu�n Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4574); ' 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

{Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembarai, Negara RI Nomor 4574); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

{Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Rf Nomor 4575); 
21 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnfonnasi 

Keuangan Daerah {Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4576) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Rf Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4577); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 
dan Penerapan Standar. Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebaigaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman 
· Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2008; 28 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
· Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 
Nomor 3); ta p k k- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2007 ten ng o o 

. Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantaeng Tahun 2007 Nomor 5); N 1 Tahun 2009 tentang 

30. :����:� p���::ata�a����:�anf:�::;i Ta���rAnggaran 2009 {�embaran 
Daerah Tahun 2008 No.1); Nomor Tahun 2009 tentang 31 .  Peraturan Daerah KabupdatentBa�:e;�fanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Perubahan Anggaran Pen apa an . {Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor ), 
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32. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Serita 
Daerah Tahun 2009 Nomor 25); 

33. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 
(Serita Daerah Tahun 2008 Nomor 27); 

Menatapkan 

M E M U T U S K A N  :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula 
berjumlah Rp.381.227.362.008,00 bertambah sej�m!ah Rp.12.?70.�81 .. 886, 19 
sehingga me.njadi Rp.393.897.943.894,19 dengan nncan sebaga, benkut. 

a. Pendapatan 1) Semula Rp. 364.180.871.216 ,00 
2) Bertambah Rp. 13.528.234.014,00 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 377.709.105.230,00 

b. Belanja 
1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah Belanja setelah Perubahan 
Defisit setelah Perubahan 

Rp. 381.227.362.008,00 
Rp. 12.670.581.886,19 
Rp. 393.897.943.894, 19 
Rp. 16.188.838.664,19 

0,00 

1.241.303.768 ,00 

Rp. 

16.188.838.664, 19 Rp. 
Rp. 

Rp. 18.238.816.960,00 
Rp. 808.674.527,81 

Rp. 17.430.142.432,19 

Rp. 1.192.326.168 ,00 
Rp. 48.977.600,00 2) Pengeluaran 

a) Semula 
b) Bertambah 

c. Pembiayaan : 
1) Penerimaan 

a) Semula 
b) Berkurang 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan 

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan 

n setelah Perubahan Sisa lebih pembiayaan anggara 
Pasal 2 , 

an APBD sebagaiman.� ?imaksud dalam Pasal 1 dirinci 
Penjabaran Perubah . Peraturan Bupati uu lebih lanjut dalam Lamprran 

Pasal 3 · ang tidak p sal 2 merupakan bagran y ·mana tersebut dalam a Lampiran seba�; turan Bupati ini. terpisahkan dan era 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng. 

Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 24 Agustus 2009 

BUPATIBANTAENG 

Cap./ttd 
H.M. NURDIN ABDULLAH 

Diundangkan di Bantaeng 
Pada tanggal 24 Agustus 2009 
SEKRETA IS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

�AMSUDDIN
1  

SH. MH 
kat • Pembina Utama Madya 

P�ng :19530505 198303 1 019 Nip · 

RAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG LEMBA R 121 TAHUN 2009 NOMO 
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